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ABSTRAK 
 

SANKSI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN SECARA MUTILASI 

(STUDI PERBANDINGAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN  

HUKUM PIDANA POSITIF) 

Peristiwa pembunuhan maupun penganiayaan terus mengalami 
perkembangan yang diiringi dengan gaya dan model yang sangat beragam, dari 
cara yang paling sederhana sampai yang sangat tercanggih. Terkadang 
pembunuhan itu dilakukan dengan cara-cara yang keji seperti disiksa lebih dahulu, 
dibakar dan bahkan mutilasi. Menjadi suatu hal yang menarik karena mutilasi 
adalah pembunuhan yang diikuti  dengan memotong-motong tubuh korban hingga 
menjadi beberapa bagian yang dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan 
bukti. Tidak hanya itu, masalah sanksi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan 
secara mutilasi ini dalam konstruksi hukum pidana Indonesia belum ada aturan 
yang pasti. Pasal yang sering dijadikan sebagai dasar hukum pelaku tindak pidana 
pembunuhan secara mutilasi adalah Pasal 340 KUHP dengan sanksi maksimal 
hukuman mati, yang terkadang hanya merupakan alternatif dari hukuman penjara.  
Sedangkan dalam hukum pidana Islam sanksi yang dijatuhkan bagi pembunuhan 
sengaja adalah kisas. 

 Dampak dari tindak pidana pembunuhan secara mutilasi ini sangat besar, 
disamping sadisnya pelaku dalam memperlakukan mayat korban, tapi juga 
mengakibatkan kerugian bagi keluarga si terbunuh dari dua sisi, yaitu mereka 
kehilangan orang yang mencari nafkah dan hatinya sedih karena kehilangan orang 
yang dicintainya. 

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan. Penelitian ini 
bersifat deskriptif-analitik-komparatif, yang memaparkan, menganalisis serta 
membandingkan tentang kriteria tindak pidana pembunuhan secara mutilasi serta 
sanksinya baik dalam hukum pidana Islam maupun hukum pidana positif. 

Sebagai hasilnya dalam penelitian ini, bahwa pembunuhan secara mutilasi 
itu merupakan pembunuhan yang disengaja dan direncanakan ditambah dengan 
unsur kesadisan dari pelaku dalam menganiaya mayat korban (dalam hal ini 
memotong-motong mayat korban). Sanksi pidana kisas atau hukuman mati layak 
dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pembunuhan secara mutilasi, dengan 
adanya sanksi pidana yang berat maka diharapkan kasus tindak pidana 
pembunuhan secara mutilasi ini tidak lagi dipandang sebagai pembunuhan biasa.  
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MOTTO 
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“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan 

amanat kepada yang berhak menerimanya, dan ( menyuruh 

kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya 

kamu menetapkan dengan adil.” (Q.S. an Nisā’ (04) : 58) 
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Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala 

puji syukur bagi Allah swt, Tuhan Semesta Alam, atas segala rahmat, taufiq dan 
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penyusunan skripsi ini setelah sekian lama terbengkalai. 
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membawa kita menuju jalan kebenaran yakni Islam. Keluarga, sahabat, dan 

umatnya yang berpegang teguh terhadap ajaran yang dibawanya sampai akhir 

zaman. 

Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh 

fakultas Syari’ah, juga merupakan sebagian syarat-syarat memperoleh gelar 

sarjana strata satu alam ilmu hukum Islam. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan 

pedoman transliterasi berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 

0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut : 

 
1. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

� Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 

� Ba’ B  Be 

� Ta’ T  Te 

� Śa Ś S (dengan titik di atas) 

� Jim J je 

� Ha’ H 
H (dengan titik di 

bawah) 

� Kha Kh Ka dan ha 

	 Dal D de 


 Żal Ż Z (dengan titik di atas) 

� Ra R er 

� Zai Z zet 


 Sin S es 

� Syin Sy es dan ye 
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� Şad Ş 
S (dengan titik di 

bawah) 

� Dad D 
D (dengan titik di 

bawah) 

� Ţa Ţ 
T (dengan titik di 

bawah) 

� Za Z 
Z (dengan titik di 

bawah) 

� ‘Ain ‘ Koma terbalik di atas 

� Gain G ge 

� Fa F ef 

� Qaf Q qi 

� Kaf K ka 

� Lam L el 

� Mim M em 

� Nun N en 

� Wau W we 

� Ha H ha 

� Hamzah ‘ 
Apostrof (tetapi tidak 
dilambangkan apabila 
terletak di awal kata) 

� Ya’ Y ye 

 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong. 
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a. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat 

yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut: 

Tanda   Nama  Huruf Latin  Nama 

--------- Fathah                    a       A 

--------- Kasrah          i       I 

ً   -------          Dammah         u      U 

Contoh: 

� ! - kataba  �"#$ - yażhabu 

%&' - su’ila    (!
 - żukira 

 

b. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda  Nama   Huruf Latin  Nama 
 

 Fathah dan ya         ai   a dan i  ئ 
 

 Fathah dan wawu        au    a dan u  و          
 

Contoh: 

)!*  - kaifa    �+, - haula 

 

 

c. Vokal Panjang (Maddah) 

Maddah atau vokal panjang yang berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda:  
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Tanda Nama Huruf Latin            Nama 

     G-  Fathah dan alif         ă a dengan garis di atas 

.    َ Fathah dan ya         ă a dengan garis di atas 

./      Kasrah dan ya          ī i  dengan garis di atas 

�     ُ Dammah dan wawu         ū u dengan garis di atas 

 
Contoh: 

�01 - qăla  %)1 - qīla 

23� - ramă  �+4$ - yaqūlu 

 
 
3333.... Ta’ MarbTa’ MarbTa’ MarbTa’ Marbūttttahahahah    

Transliterasi untuk ta’ marbūtah ada dua: 

a. Ta’ Marbūtah hidup adalah “t” 

b. Ta’ Marbūtah mati adalah “h” 

c. Jika ta’ marbūtah diikuti kata yang menggunakan kata sandang “al” serta 

bacaannya terpisah, maka ta’ marbūtah itu ditransliterasikan dengan “h”  

Contoh:    567- 58��     –  Raudah al-Jannah 

            59:;    –  Ţalhah 

4. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut 

dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah 

itu. 
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Contoh  : 06<�     –   rabbana 
=>?  –   nu’imma 

5. Kata Sandang  

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, 

yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu tidak dibedakan 

atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang 

diikuti oleh huruf qamariyyah. 

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan yakni 

dengan menggunakan al. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang 

mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-) 

Contoh: 

=:4@- - al-qalamu  �A7- - al-jalălu 

       
 

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan yakni 

sesuai dengan bunyinya yaitu "al" diganti huruf yang sama dengan  huruf 

yang langsung mengikuti kata sandang itu. 

 
Contoh :  

6@-B=  - an-najmu  CDE@- - asy-syamsu 
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6. Huruf Kapital 

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam 

transliterasi, huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan 

sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak 

ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat. 

Contoh: 

� 03 FDG H- �+'�   - wa mă Muhammadun illă Rasūl 

 

7. Penulisan Kata-kata dalam rangkaian kalimat 

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya. 

Contoh :   	�(I@- ��
 ditulis żawī al-furūd  

 56J@- %"-     ditulis ahl as-sunnah  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 
A.  Latar Belakang Masalah 

Perkembangan kehidupan masyarakat yang begitu cepat sebagai hasil 

dan proses pelaksanaan pembangunan di segala bidang kehidupan sosial, 

politik, ekonomi, keamanan dan budaya telah membawa pula dampak negatif 

berupa peningkatan kualitas dan kuantitas berbagai macam kejahatan yang 

sangat merugikan dan meresahkan masyarakat. Apabila mencermati beberapa 

peristiwa kejahatan termasuk pembunuhan dan penganiayaan yang terjadi 

dewasa ini seakan-akan telah menjadi suatu hal yang biasa. Hal ini 

mengindikasikan bahwa pelaku kejahatan tersebut benar-benar telah 

menunjukkan diri sebagai seseorang yang telah kehilangan moralitas dan 

benar-benar telah melampaui batas wilayah kemanusiaan sehingga mereka 

tidak takut kalau perbuatan mereka akan mendapat hukuman yang setimpal. 

Allah swt. telah menyiapkan suatu siksaan terhadap orang yang pertama 

melakukan pembunuhan yaitu siksaan yang belum pernah disiapkan terhadap 

siapapun diantara makhluknya.1  

Allah swt adalah satu-satunya dzat yang memiliki hak atas kehidupan 

dan kematian seseorang. Dialah yang menciptakan kehidupan dan kematian. 

                                                
1 Sayyid Sabig, Fiqih Sunnah, (Beirut: Dār al Fikr, 1983), X : 15 
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Tak seorang pun berhak menghilangkan nyawa orang lain, kecuali 

berdasarkan hak yang telah Allah tetapkan.2 Allah swt. telah berfirman: 

 

       ����� ���	
� �
       ������� �� �� ���   ٣ 

Namun sayang sekali masih banyak orang yang tidak faham akan 

masalah tersebut. Sehingga begitu mudahnya bagi sebagian dari mereka 

menghilangkan nyawa orang lain. Menurut sejarah peradaban manusia, jenis 

kejahatan yang pertama kali muncul adalah tindakan pembunuhan yang 

dilakukan oleh Qabil terhadap Habil. Akibat adanya evolusi pertumbuhan 

negara dan perkembangan mesin-mesin pemerintah yang mengatur relasi 

sosial dengan satu kekuasaan atau kekuatan dengan tujuan agar tidak timbul 

konflik-konflik antara perorangan dengan interest- interest kelompok, maka 

kejahatan juga ikut berkembang. Sedang kualitas perbuatannya juga menjadi 

semakin berat; semakin sadistis, kejam, dan tidak berperi kemanusiaan. 

Islam memandang tindakan pembunuhan sebagai perbuatan yang 

pantas mendapatkan hukuman yang setimpal.  Sebab, akibat lebih jauh dari 

perbuatan tersebut tidak hanya merugikan si korban ( Al- Majna’alaih) tapi 

juga terhadap masyarakat (Al- Mujtama’). Bahkan Allah Menyatakan  bahwa 

                                                

2 Bulein Annur, “Nilai Nyawa Seorang Muslim”, http://www.AlSofwah.or.id/ 
Cetakannur.php/ id=234, Akses 7 april 2004 

3 al Isrā’  (17) : 33 
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menbunuh seseorang sama saja dengan membunuh semua manusia.4 Islam 

menghormati hak-hak manusia secara mutlak berdasarkan peninjauan dari sisi 

manusiawi seperti hak hidup, karena hal ini adalah hak yang suci, tidak 

dibenarkan secara hukum dilanggar kemuliaannya. 

Peristiwa pembunuhan maupun penganiayaan terus mengalami 

perkembangan yang diiringi dengan gaya dan model yang sangat beragam, 

dari cara yang paling sederhana sampai yang sangat tercanggih. Terkadang 

pembunuhan itu dilakukan dengan cara yang keji seperti disiksa lebih dahulu, 

dibakar dan bahkan mutilasi, yaitu dengan memotong-motong tubuh korban. 

Adrianus Meliala, Kriminolog UI berpendapat “dari sisi ilmu kriminologi, 

secara defenitif yang dimaksud dengan mutilasi adalah terpisahnya anggota 

tubuh yang satu dari anggota tubuh yang lainnya oleh sebab yang tidak 

wajar.” 5 Lebih ironis lagi adalah ternyata motif dari pembunuhan itu kadang-

kadang hanya dilatar belakangi oleh masalah-masalah yang sepele, misalnya 

karena uang sekian rupiah, saling mengejek, sedikit hak miliknya diambil atau 

diganggu dan masalah-masalah lain yang sebenarnya dapat diselesaikan 

dengan kedewasaan dan kejernihan berfikir. 

Memang tidak banyak kasus mutilasi yang terungkap ke permukaan 

publik, hal ini dikarenakan sulitnya mengidentifikasi korban yang telah 

dimutilasi yang bagian-bagian tubuhnya dibuang ke tempat yang berlainan 

dengan maksud untuk menghilangkan bukti. Adapun dampak dari mutilasi 

                                                
4 Al-Baqarah (2) : 178-179. 
 
5 “Mutilasi Yang Muncul di Ibukota”, http://www.sinarharapan.co.id/berits/0312/17/ 

jab03.html,  akses 13 November 2005 
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sangat berpengaruh pada keluarga korban, dalam hal ini kesadisan dari pelaku 

yang selain membunuh juga melukai jasadnya dengan memotong-motong 

tubuh korban hingga tidak bisa dikenali lagi serta trauma dan kesedihan yang 

berkepanjangan. Sementara pelaku bisa dijerat dengan Pasal 340 kuhp tentang 

pembunuhan berencana dan dakwaan subsider Pasal 338 KUHP tentang 

pembunuhan biasa, padahal di lain pihak pelaku juga melanggar Pasal 181 

KUHP tentang orang yang mengubur, menyembunyikan, mengangkut atau 

menghilangkan mayat dengan maksud untuk menyembunyikan kematian 

orang tersebut. sedangkan dalam hukum pidana Islam, perbuatan membunuh 

dikenakan hukuman kisas atau diyat.6 

Menurut hukum Islam, dari pembunuhan secara mutilasi tersebut telah 

terjadi suatu gabungan melakukan tindak pidana, yaitu satu orang telah 

melakukan beberapa peristiwa pidana yang masing-masing dari perbuatannya 

itu belum mendapatkan putusan akhir. Adanya gabungan peristiwa pidana ini 

menimbulkan adanya gabungan pemidanaan. Jadi, gabungan pemidanaan ada 

karena adanya gabungan melakukan tindak pidana di mana masing-masing 

belum mendapatkan putusan akhir. 

Pelanggaran terhadap jiwa terjadi dengan membunuh atau dengan yang 

lebih ringan dari itu, seperti memotong anggota atau melukainya, biar 

bagaimanapun jika pelanggaran itu merupakan kejahatan pembunuhan di 

waktu itu wajib kisas. Seperti juga mutilasi termasuk pada pembunuhan yang 

mayatnya dipotong-potong menjadi beberapa bagian, mungkin hukumannya 
                                                

6 Kisas adalah menjatuhkan hukuman kepada pelaku persis seperti apa yang 
dilakukannya. Diyat adalah denda pengganti apabila padanya tidak diberlakukan hukuman kisas. 
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akan lebih berat karena selain membunuh juga melukai jasadnya yang 

dipotong-potong secara sadis dan kejam, di sini termasuk merusak mayat yang 

pelakunya juga akan mendapatkan sanksi hukuman. 

Akibat dari adanya perbedaan jenis hukuman ini, menyebabkan orang 

merasa tidak perlu untuk memikirkan bagaimana cara menerapkan hukuman, 

jika seseorang sekaligus melakukan lebih dari satu macam peristiwa pidana 

oleh karena tidak menghadapi kesukaran apa-apa. 

 Berdasarkan pemaparan di atas, maka penyusun tertarik untuk 

meneliti lebih jauh tentang kriteria dari pembunuhan yang diawali dengan 

penghilangan jiwa secara sengaja dan direncanakan kemudian diakhiri dengan 

tindakan mutilasi dan bagaimana seharusnya sanksi yang harus diterapkan 

pada kasus tindak pidana mutilasi, baik dalam hukum pidana Islam maupun 

hukum pidana Indonesia, dengan harapan dihasilkan hukum yang adil.  

 
B. Pokok Masalah 

 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penelitian ini akan 

mengacu pada permasalahan pokok yaitu: 

1. Apa kriteria dari tindak pidana pembunuhan secara mutilasi menurut 

hukum pidana Islam dan hukum pidana positif ?      

 2. Bagaimana sanksi tindak pidana mutilasi menurut hukum pidana Islam 

dan hukum pidana positif ? 
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C.  Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan Penelitian  

a. Ingin menjelaskan mengenai kriteria tindak pidana tindak pidana 

pembunuhan secara mutilasi menurut hukum pidana Islam dan hukum 

pidana positif. 

b. Untuk mengetahui sanksi tindak pidana pembunuhan secara  mutilasi 

antara hukum pidana Islam dan hukum pidana positif. 

2.  Kegunaan Penelitian 

a. Hasil penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memberikan  kontribusi 

bagi ilmu pengetahuan untuk memperkaya khazanah ilmu-ilmu 

keIslaman pada umumnya dan ilmu-ilmu hukum Islam pada 

khususnya. Terutama dalam bidang hukum pidana. 

b. Memberi sumbangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat dan bagi 

Universitas Islan Negeri Sunan Kalijaga  Yogyakarta pada umumnya 

dan bagi fakultas Syari’ah pada khususnya. 

 
D. Telaah Pustaka 

 
Sebelum menganalisa lebih lanjut mengenai tindak pidana 

pembunuhan secara mutilasi, terlebih dahulu penyusun akan menelaah buku-

buku yang menjadi acuan dalam membahas tindak pidana ini, baik dalam 

hukum pidana Islam maupun Hukum pidana positif. 

Sepengetahuan penulis belum menemukan buku yang membahas 

mutilasi secara rinci dan tersendiri. buku yang berjudul Fiqih Sunnah milik 
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Sayyid Sabig7 memaparkan mengenai tindakan-tindakan kejahatan yang 

bersanksikan hukuman kisas,  seperti pembunuhan dan perlukaan pada 

anggota tubuh. 

Di dalam buku Hukum Pidana Islam, pada bab Tindak Pidana Atas 

Jiwa (Pembunuhan), dikatakan bahwa pembunuhan dengan ancaman hukuman 

mati juga dikenal dalam semua agama dan kitab sucinya, baik Injil, taurat 

maupun Al-Qur'an. Demikian pula dalam hukum Romawi dengan sedikit 

perbedaan karena adanya diskriminasi, sesuai dengan tingkatan kelas pada 

saat itu. Menurut hukum Romawi, apabila pelaku pembunuhan itu seorang 

bangsawan atau pejabat, ia bisa dibebaskan dari hukuman mati dan sebagai 

gantinya ia dikenai hukuman pengasingan. Kalau pelakunya kelas menengah 

maka ia dikenakan hukuman mati dengan jalan potong leher (dipancung), 

sedangkan untuk kelas rakyat jelata, ia disalib, kemudian hukuman itu diubah 

menjadi diadu dengan binatang buas, kemudian diubah lagi dengan jalan 

digantung.8 

R. Soesilo lebih menegaskan dalam bukunya Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal 

menyebutkan bahwa pembunuhan (doodslag) berarti perbuatan yang 

                                                
7 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah (Beirut: Dār al Fikr, 1983), X 

8 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, cet. II (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 
hlm.136. 
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mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematian itu disengaja, artinya 

dimaksud, termasuk dalam niatnya.9 

Di dalam bukunya Leden Marpaung yang berjudul Tindak pidana 

Terhadap Nyawa dan Tubuh: Pemberantasan dan Prevensinya dipaparkan 

mengenai macam-macam tindak pidana terhadap nyawa (pembunuhan) dan 

tubuh (penganiayaan). Tindak pidana ini dalam KUHP dimuat dalam Bab XIX 

dengan judul “Kejahatan Terhadap Nyawa Orang” yang diatur dalam Pasal 

338 sampai dengan Pasal 350 disertai contoh kasus dan putusan pengadilan 

yang dikenakan pada kasus tersebut.10 

Buku yang ditulis oleh Makhrus Munajat yang berjudul Dekonstruksi 

Hukum Pidana Islam menyatakan bahwa dalam pemidanaan terdapat teori 

gabungan pemidanaan yang timbul karena adanya gabungan melakukan tindak 

pidana. Ada dua teori yang mempengaruhi dalam gabungan pemidanaan yaitu  

teori  saling memasuki atau melengkapi dan teori penyerapan.11 

Penyusun juga telah menemukan beberapa karya ilmiah dalam bentuk 

skripsi, diantaranya skripsi yang ditulis oleh Adib Masykuri12 yang berjudul 

                                                

9 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya 
Lengkap Pasal Demi Pasal (Bogor: Politeia, 1996), hlm. 240. 

10 Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh: Pemberantasan dan 
Prevensinya (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) 

11 Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam (Yogyakarta: Logung, 2005), 
hlm. 46. 
 

12 Adib Masykuri, “Delik Pembunuhan Sengaja Menurut Hukum Pidana Islam dan 
KUHP,” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001) 
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“Delik Pembunuhan Sengaja Menurut Hukum Pidana Islam dan KUHP.” 

Skripsi ini mengkaji tentang  kriteria dan sanksi hukuman pidana delik 

pembunuhan sengaja serta alasan penetapan kriteria dan sanksinya. Pada 

skripsi ini lebih mengutamakan pada kriteria dan sanksi yang harus diterima 

pada pelaku pembunuhan sengaja.  

Skripsi Latiful Husniyah yang berjudul “Gabungan Melakukan Tindak 

Pidana dalam Perspektif KUHP dan Hukum Islam (Sebuah Studi 

Komparatif),” dijelaskan bahwa dalam syariat Islam maupun KUHP keduanya 

sama-sama mengakui keberadaan gabungan tindak pidana, keduanya memakai 

teori berganda yang terbatas. Menurut teori berganda tersebut setiap perbuatan 

jarimah akan dijatuhi hukuman sebagaimana ketentuan yang ada. Namun 

pemberian hukuman tersebut tetap dibatasi yaitu tidak melebihi setengahnya 

dari beberapa macam hukuman yang semestinya dijatuhkan.13 

Karya lain yang ditulis oleh Muhimah14 dengan judul “Hukuman 

Qishash dalam Pidana Islam dan Aplikasinya dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana” memaparkan pengertian hukuman kisas dalam hukum pidana 

Islam dan peranannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Skripsi 

ini fokus membahas mengenai kisas secara tersendiri.  Skripsi ini menyatakan 

bahwa dalam Islam, hukuman yang setimpal dengan perbuatannya kepada 

                                                                                                                                 
13 Latiful Husniyah, “Gabungan Melakukan Tindak Pidana dalam Perspektif KUHP dan 

Hukum Islam (Sebuah Studi Komparatif),” Skripsi  tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah  IAIN 
Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004). 
 

14 Muhimah, “Hukuman Qishash dalam Pidana Islam dan Aplikasinya dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana,” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta (2001) 
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pelaku tindak pembunuhan dinamakan kisas. Hukuman kisas bagi orang yang 

membunuh atau menganiaya orang lain tanpa hak adalah bukti bahwa Islam 

sangat membela dan memperhatikan keselamatan jiwa seseorang. Masyarakat 

juga membutuhkan Undang-Undang untuk mengatur dirinya sendiri. 

Skripsi yang ditulis oleh Siti Rihanah yang berjudul “Pembunuhan 

Secara Mutilasi dalam Perspektif Hukum Pidana Islam” memaparkan tentang 

kriteria serta sanksi yang dikenakan pada pelaku pembunuhan secara mutilasi 

dalam hukum pidana Islam saja.15 Sedangkan skripsi ini akan lebih 

memaparkan dan membandingkan tentang sanksi yang dijatuhkan pada pelaku 

pembunuhan secara mutilasi baik itu dalam hukum pidana Islam maupun 

dalam hukum pidana positif.  

E. Kerangka Teoretik 

Pada dasarnya hukum diciptakan dan diundangkan dengan tujuan 

untuk merealisir kemaslahatan umum, memberi manfaat dan menghindari 

kemudharatan bagi manusia. Untuk merealisir kemaslahatan tersebut berdasar 

pada penelitian ahli Usul Fiqih ada lima unsur pokok yang harus dipelihara 

dan diwujudkan. Kelima unsur tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan 

dan harta. Seorang mukallaf akan memperoleh kemaslahatan jika memelihara 

kelima unsur tersebut, sebaliknya ia akan merasa adanya mafsadat manakala ia 

tidak dapat memelihara kelima unsur tersebut.16 Sebagai aplikasi terhadap 

                                                
 15 Siti Rihanah, “Pembunuhan Secara Mutilasi dalam Perspektif Hukum Pidana Islam,” 
Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006)  

16 Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, cet.1 (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 
1997), hlm.125. 
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perlindungan kelima hal tersebut telah diatur dengan adanya sanksi-sanksi 

hukum secara spesifik. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kelima hal 

tersebut untuk dipelihara menurut kacamata syari’at.  

Suatu fakta telah memperlihatkan bahwa dunia modern ditandai 

dengan berbagai macam problema social yang amat meresahkan umat manusia 

dan hari depannya. Dunia modern juga selalu digemparkan oleh banyaknya 

kasus kejahatan di berbagai kawasan dan munculnya cara-cara baru dalam 

tekhnik pelaksanaannya. 

Seperti sekarang ini banyak sekali kejahatan yang bisa meresahkan 

masyarakat, kejahatan tersebut sampai pada pembunuhan secara mutilasi. Para 

ulama mendefinisikan pembunuhan sebagai perbuatan manusia yang 

menyebabkan hilangnya nyawa. Sebagian fuqaha membagi pembunuhan 

dalam tiga bagian yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan tidak sengaja dan 

pembunuhan tersalah. Sedangkan dalam rumusan hukum pidana Indonesia, 

segala kejahatan yang menyangkut jiwa manusia, diatur dalam Bab XIX dari 

Pasal 338 sampai dengan 350 KUHP, yang intinya dapat dibagi dalam 

beberapa jenis yaitu:  

1. Pembunuhan sengaja (Doodslag), Pasal 338 KUHP. 

2. Pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu (Moord), Pasal 340 KUHP. 

3. Pembunuhan dalam bentuk yang dapat memperberat hukuman 

(Gegualificeede Doodslag), Pasal 339 KUHP. 
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4. Pembunuhan yang dilakukan dengan permintaan sangat dan tegas dari 

korban, Pasal 344 KUHP. 

5. Tindakan seseorang yang dengan sengaja menganjurkan atau membantu 

atau memberi dengan upaya kepada orang lain untuk melakukan bunuh 

diri, Pasal 345 KUHP.17 

6. Pembunuhan bayi oleh ibunya, Pasal 341 KUHP. 

7. Pembunuhan bayi berencana, Pasal 342 KUHP. 

8. Pengguguran kandungan dengan izin ibunya, Pasal 346 KUHP. 

9. Pengguguran kandungan tanpa izin ibunya, Pasal 347 KUHP. 

10. Matinya kandungan dengan izin perempuan yang mengandungnya, Pasal 

348 KUHP. 

11. Dokter atau bidan atau tukang obat yang membantu pengguguran atau 

matinya kandungan, Pasal 349 KUHP.18  

Sebagai salah satu kasus yang seharusnya menjadi bagian dari delik 

pembunuhan yaitu kasus mutilasi. Akan tetapi dalam konstruksi hukum pidana 

Indonesia, hal itu tidak menjadi suatu bagian yang secara khusus mengaturnya 

atau dengan kata lain tidak adanya pasal yang secara khusus mengaturnya. 

Mutilasi adalah memotong-motong anggota tubuh mayat. Ini termasuk 

perbuatan sadis dan tidak berperikemanusiaan. Di dalam Islam hal ini 

                                                

17 Zubir Laini, “Kejahatan Terhadap Jiwa Manusia,” dalam Jaenal Arifin dan M. Arskal 
Salim GP (ed.), Pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prospek dan Tantangan (Jakarta: Pustaka 
Firdaus, 2001), hlm. 144. 

18 Leden Marpaung, Tindak pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh: Pemberantasan dan 
Prevensinya  (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 20. 
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termasuk hal yang dilarang. Mengenai tindak pidana mutilasi, dalam rumusan 

KUHP hanya ada pasal yang sedikit menyentuh permasalahan ini yaitu Pasal 

340 KUHP “ barangsiapa dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu 

menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena pembunuhan yang 

direncanakan (moord) dengan hukuman mati, atau penjara seumur hidup atau 

penjara sementara selama-lama 20 tahun.”19 

Pembunuhan secara mutilasi merupakan perbuatan jarimah yang tidak 

hanya murni satu jenis, karena ada niat untuk melakukan satu macam jarimah, 

namun yang terjadi justru beberapa jarimah dilakukannya, sehingga dari 

perbuatan yang dilakukan tersebut menimbulkan gabungan pemidanaan. 

Pelaksanaan hukuman mati pada delik pembunuhan yang berlaku di 

Indonesia adalah dilakukan eksekusi seperti yang telah diatur dalam Pasal 11 

KUHP. Hal ini diatur dalam Penpres No. 2 (Pnps) tahun 1964., yaitu ditembak 

mati dan dilaksanakan di dalam daerah hukum tempat pengadilan tersebut 

dijatuhkannya putusan dalam tingkat pertama. 

Pembunuhan secara mutilasi merupakan perbuatan jarimah yang tidak 

hanya murni satu jenis, karena terdapat niat untuk melakukan satu macam 

jarimah, namun yang terjadi justru beberapa jarimah yang dilakukannya, dari 

perbuatan yang dilakukan tersebut menimbulkan gabungan pemidanaan. 

Kejahatan terhadap jiwa seseorang maka hukuman yang setimpal 

adalah pembalasan terhadap jiwa pembunuh. Namun di sini timbul masalah, 

apakah pelaku pembunuhan mutilasi hukumannya juga harus dimutilasi, 

                                                
19 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya 

Lengkap Pasal Demi Pasal (Bogor: Politeia, 1996), hlm.241. 

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



 14 

karena perbuatan pidana pembunuhan yang diancam dengan hukuman kisas 

adalah pembunuhan sengaja, di mana pelaku pembunuhan itu memang berniat 

untuk menghilangkan nyawa orang lain. Jika dilihat dari cara melakukan 

pembunuhannya, pembunuhan secara mutilasi dilakukan secara sengaja,  

semua ini ditunjukkan dengan adanya bukti yaitu pelaku dengan sengaja 

memotong-motong tubuh mayat korban yang dibunuhnya menjadi beberapa 

bagian yang kemudian potongan mayat tersebut dibuang secara terpisah di 

tempat yang berbeda. 

Mengenai tindak pidana mutilasi dalam hukum Islam, memang tidak 

ada peraturan yang lebih eksplisit mengaturnya maupun hukuman yang harus 

dijatuhkan pada pelaku. Walaupun tidak ada penjelasan yang lebih rinci yang 

mengaturnya, tetapi Allah swt. Berfirman: 
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Syariat Islam tidak membedakan antara satu jiwa dengan jiwa lainnya. 

Hukum kisas adalah haq dan tiada mengenal perbedaan apakah yang terbunuh 

itu orang dewasa atau anak kecil, laki-laki atau perempuan. Setiap insan 

berhak hidup dan tidak dibolehkan secara hukum diganggu hak hidupnya 

dengan cara apapun.21 Ayat tersebut menggambarkan adanya balasan terhadap 

                                                
 20  Al Mā-idah (5) : 45 

21 Sayyid Sabig, Fiqih Sunnah (Beirut: Dār al Fikr, 1983), X : 23 
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sebuah kejahatan dan ketika membalas harus diumumkan atau dilakukan di 

muka umum.  

Mengenai pelaksanaan pidana kisas pada delik pembunuhan sengaja, 

diantara ulama ada perbedaan pendapat. Imam Syafi’I dan imam Maliki 

berpendapat bahwa pelaksanaan pembalasan adalah harus sama seperti 

bagaimana orang tersebut membunuh. Namun jika pembunuhnya tidak mati 

dengan cara yang bersamaan maka barulah dipakai pedang. Imam Abu 

Hanifah menyatakan bahwa penggunaan pedang sebagai alat pelaksanaan 

kisas, tampaknya lebih manusiawi, pendapat itu didasarkan atas asumsi bahwa 

pedang merupakan alat yang dianggap paling cepat mematikan, sehingga 

terhukum tidak merasa tersiksa. Berdasarkan asumsi tersebut dapat 

dikemukakan, apabila ada alat yang menurut dugaan dianggap lebih cepat 

mematikan, dapat pula digunakan untuk melaksanakan hukuman kisas.22   

Delik pembunuhan adalah termasuk kejahatan, yaitu kejahatan 

terhadap keamanan jiwa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP sebagai kaidah 

umum, sedangkan pembunuhan itu sendiri dalam KUHP banyak diatur dalam 

pasal-pasal selanjutnya. Mutilasi juga termasuk dalam pembunuhan sengaja 

karena adanya niat dari pelaku ntuk menghilangkan jiwa orang lain. 

Pelaku pembunuhan secara mutilasi termasuk melanggar Pasal primer 

340 KUHP pembunuhan berencana jo Pasal 55 ayat 1 angka 1 KUHP dengan 

ancaman hukuman mati, Pasal 338 KUHP subsider jo Pasal 55 ayat 1 angka 1 

KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan subsider 
                                                

22 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam  (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).,hlm. 158-
160). 
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Pasal 351 ayat 3 jo Pasal 55 ayat 1 angka 1 KUHP dengan ancaman 7 tahun 

penjara.23 

Pasal 340 KUHP berisi hampir sama dengan Pasal 338 KUHP, hanya 

bedanya dalam pelaksanaannya. Pasal 338 dilakukan seketika pada waktu 

timbul niat, sedangkan dalam Pasal 340 KUHP pembunuhan dengan rencana 

lebih dahulu maksudnya diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan berfikir 

dengan tenang. Untuk itu sudah cukup jika si pelaku berfikir sebentar saja 

sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan sehingga ia menyadari 

apa yang dilakukannya.24Antara kedua pasal ini berbeda dalam waktu 

pelaksanaan sehingga pelaku dapat berfikir apakah akan dilakukan ataupun 

digagalkan. Pasal 351 ayat 3 KUHP ini pembunuhan itu dilakukan karena 

tindak pidana lain yang mengakibatkan kematian.   

Sedangkan dalam hukum pidana Islam, hukuman yang ditetapkan pada 

pelaku pembunuhan sudah ditentukan di dalam al Quran yaitu dalam firman 

Allah swt.: 
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23 “Tertutup, Sidang Kasus Mutilasi,” http;//www.pikiran-rakyat.com/cetak/1004/30/ 

0506.htm. Akses 13 November 2005. 
 
24 Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh: Pemberantasan dan 

Prevensinya, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).hlm 31. 
25 Al Baqarah (2) : 178 
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Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa kasus pembunuhan 

secara mutilasi ini cukup penting untuk diperbincangkan guna memberikan 

hukuman kepada pelaku kejahatan,dan kiranya cukup bagi penulis untuk 

dijadikan sebagai landasan menjawab permasalahan yang sudah ditetapkan 

dalam penelitian ini, dan diharapkan dapat diperoleh konsep (berupa jawaban) 

yang lebih mendalam khususnya tentang pembunuhan secara mutilasi dalam 

perspektif hukum pidana Islam dan hukum pidana positif, dan selanjutnya 

dapat diperoleh gambaran mengenai kepastian hukummya. 

 
F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang penulis lakukan termasuk dalam penelitian kepustakaan 

(library research) yaitu penelitian yang kajiannya dilaksanakan dengan 

menelaah dan menelusuri berbagai literature dan difokuskan pada bahan-

bahan pustaka. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik,26 yang memaparkan dan 

menganalisa tentang tindak pidana pembunuhan secara mutilasi serta 

                                                

26 Deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, 
gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk 
menentukan ada tidaknya hubungan antara satu gejala dengan gejala lain dalam bermasyarakat. 
Analisis adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan 
mengadakan pemerincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memilih-milih antara 
pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh kejelasan  mengenai 
halnya. Lihat Sudarto, Metode Penelitian Filsafat (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 47-
59. 
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pertanggungjawabannya baik dalam hukum pidana Islam maupun hukum 

pidana positif. 

3. Pendekatan 

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normative, yang 

mengkaji masalah mutilasi berdasarkan pada aturan-aturan hukum yang 

berlaku, dalam hal ini hukum pidana Islam dan hukum pidana positif. 

4. Tekhnik Analisis Data 

Data-data yang telah ada kemudian dianalisis secara kualitatif dengan 

menggunakan metode: 

a. Deduktif, yaitu pola berfikir yang diambil berdasarkan data umum yang 

kemudian disaring, diolah serta kemudian ditarik kesimpulannya 

secara khusus. 

b. Komparatif, yaitu dengan membandingkan antara hukum pidana Islam 

dengan hukum pidana positif untuk mengetahui mana yang lebih 

relevan. 

5.  Pengumpulan  Data 

Pada tahap pengumpulan data menggunakan bahan-bahan pustaka 

tentang masalah mutilasi dan sanksinya, baik hukum pidana Islam dan 

hukum pidana positif. Sebagai data primer dalam penelitian ini adalah al 

Quran dan Hadist yang merupakan sumber utama hukum Islam.KUHP 

dan Undang-Undang lainnya yang terkait sebagai sumber hukum positif. 

Sedangkan data sekundernya adalah buku-buku atau bahan-bahan pustaka 
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lainnya yang berkaitan dengan masalah mutilasi baik dalam hukum 

pidana Islam dan hukum pidana positif. 

 
G. Sistematika pembahasan 

 
Mengenai  penulisannya, penelitian ini dibagi ke dalam beberapa bab 

antara lain, bab pertama pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, 

pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka 

teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan 

para pembaca kepada substansi penelitian ini. 

Pembahasan dimulai pada bab kedua. Bab kedua membahas gambaran 

umum tentang mutilasi secara  terperinci yang dibagi menjadi empat subbab 

yang terdiri dari definisi mutilasi, kasus mutilasi, kriteria mutilasi dan sanksi 

dari mutilasi itu sendiri. 

Bab ketiga membahas pembunuhan secara mutilasi dalam perspektif 

hukum pidana Islam dan hukum pidana positif yang memuat definisi 

pembunuhan, kriteria pembunuhan secara  mutilasi serta sanksi pelaku tindak 

pidana pembunuhan secara mutilasi dalam hukum pidana Islam dan hukum 

pidana positif. 

Bab keempat adalah analisis perbandingan dalam hukum pidana Islam 

dan hukum pidana positif tentang pembunuhan secara mutilasi yang memuat 

analisis dari segi kriteria tindak pidana pembunuhan secara mutilasi dan 

analisis dari segi sanksi tindak pidana pembunuhan secara mutilasi. 
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Bab kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan sebagai jawaban 

dari pertanyaan pokok yang telah dikemukakan sebelumnya. Disamping itu 

juga dikemukakan beberapa saran yang konstruktif berkaitan dengan sanksi 

pidana mutilasi. 
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BAB V 

    PENUTUP 

A.  Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dan analisis perbandingan antara hukum 

pidana Islam dan hukum pidana positif tentang tindak pidana pembunuhan 

secara mutilasi, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1.  Kriteria dari tindak pidana pembunuhan secara mutilasi menurut hukum 

pidana Islam adalah: 

a.   Ada pembunuhan yang sebenarnya (matinya korban), 

b. Pembunuhan itu dilakukan dengan sengaja (adanya niat dari pelaku), 

c. Menggunakan alat yang galibnya dapat membuat orang mati, 

d. Darah korban terlindungi, 

e. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan 

kematian    korban, 

f. Adanya unsur menganiaya mayat korban. 

  Sedangkan kriteria dari tindak pidana pembunuhan secara mutilasi 

menurut hukum pidana positif adalah: 

a Perbuatannya menghilangkan nyawa orang lain. 

b. Ada hubungan sebab akibat antara wujud perbuatan dengan akibat 

kematian tadi. 

c.   Obyeknya: nyawa orang lain. 
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d. Dilakukan dengan sengaja dan memiliki kehendak yang dibentuk 

dengan direncanakan terlebih dahulu yang terbentuk dalam keadaan 

tenang. 

e. Ditambah dengan unsur menganiaya mayat korban. 

2. Sanksi dari tindak pidana pembunuhan secara mutilasi menurut hukum 

pidana Islam adalah kisas yang menjadi hak wali atau keluarga korban 

untuk melaksanakannya, dengan pengawasan oleh hakim. Sedangkan 

sanksi dari tindak pidana pembunuhan secara mutilasi menurut hukum 

pidana Indonesia yang menganut KUHP adalah hukuman mati, yang 

pelaksanaan dan penetapannya berada di tangan hakim sepenuhnya. 

 
B.  Saran 

1. Tindak pidana pembunuhan secara mutilasi termasuk dalam pembunuhan 

sengaja yang berakibat penjatuhan hukuman yang sangat berat yaitu 

penghilangan nyawa, sehingga diharapkan para hakim ekstra hati-hati dan 

selalu bersikap obyektif dalam menjatuhkan hukuman. 

2. Pengaturan tentang pembunuhan secara mutilasi dan akibat hukumnya 

seharusnya diatur dalam pasal tersendiri, karena pasal yang digunakan sebagai 

dasar hukum dalam menjatuhkan sanksi pidana pembunuhan secara mutilasi 

tidak mencakup semua kriteria yang ada di dalamnya. 

 

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



 81 

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



 82 

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



 83 

 

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



 I 

Lampiran I: 

TERJEMAHAN 

No Hlm. FN                                       BAB I 

1 2   3 Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan 
Allah (membunuhnya) melainkan dengan suatu (alasan) 
yang benar. 

2 14  20 Dan Kami telah Tetapkan terhadap mereka di dalamnya 
(Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata 
dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan 
telinga, gigi dengan gigi,dan luka-luka (pun) ada kisasnya. 
Barang siapa melepaskan (hak kisas) nya, maka 
melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. 

3 16  25 Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu 
kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang 
merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan 
wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat 
suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang 
memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan 
hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang 
memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang 
demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan 
suatu Rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah 
itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. 

 

 

No Hlm. FN BAB III 

1 35 2 Pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan atau 
mencabut nyawa seseorang  

2 35 3 Pembunuhan adalah perbuatan manusia yang 
menghilangkan kehidupan yakni pembunuhan itu adalah 
menghilangkan nnyawa manusia dengan sebab perbuatan 
manusia yang lain. 
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3 36 5 Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan 
Allah (membunuhnya) melainkan dengan suatu (alasan) 
yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka 
sesungguhnya Kami telah memberi Kekuasaan kepada ahli 
warisnya,. 

4 36 6 Dari Ibnu Mas’ud r.a., beliau berkata: Rasulullah saw 
bersabda: “tidak halal dari seseorang muslim yang telah 
bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya 
saya Rasulullah (utusan Allah) kecuali karena salah satu 
dari tiga kejahatan, orang yang sudah menikah berzina, 
pembunuhan karena pembunuhan dan orang yang 
memisahkan diri dari jama’ah (murtad)”. 

5 44 12 Dari Anas Ibn Malik ra., bahwa seorang jariyah ditemukan 
kepalanya digencet di antara dua buah batu. Mereka (para 
sahabat) bertanya kepada wanita itu: “Siapa yang 
melakukan ini terhadapmu?” Si Anu, Si anu, sampai 
mereka menyebut nama orang Yahudi, kemudian ia 
menganggukkan kepalanya. Yahudi itu ditangkap, lalu ia 
mengakui perbuatannya. Kemudian Rasulullah 
memerintahkan untuk menggencet kepala orang Yahudi itu 
di antara dua buah batu. 

6 44 13 Dan jika kamu memberi balasan, maka balaslah dengan 
balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan 
kepadamu.  

 

No Hlm. FN BAB IV 

1 61 2 Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang 
memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan 
di muka bumi, hanyalah mereka itu dibunuh atau disalib, 
dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik 
atau dibuang dari Negara (tempat kediamannya). Yang 
demikian itu (sebagai) suatu penghinaan bagi mereka di 
dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. 
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2 65 6 Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil 
diantara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu 
karena Allah... 

3 73 17 Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu 
kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang 
merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, 
dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang 
mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah 
(yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan 
hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada 
yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang 
demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan 
suatu Rahmat. Barang siapa yang melampaui batas 
sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih 

4 75 19 Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang 
mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak 
sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin 
karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang 
hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang 
diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali 
jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si 
terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal ia 
mukmin, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan 
hamba sahaya yang beriman. Dan jika ia (si terbunuh) dari 
kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka 
dengan kamu, maka hendaklah (si pembunuh) membayar 
diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) 
serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. 
Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah 
ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai 
cara taubat kepada Allah. Dan adalah Allah Maha 
Mengetahui Lagi Maha Bijaksana. Dan barangsiapa yang 
membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka 
balasannya ialah jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah 
murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan 
azab yang besar kepadanya 
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Lampiran II: 

BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH 

1.  SAYYID SABIQ 

Beliau adalah seorang ulama besar dari Universitas Al Azhar di Kairo 
Mesir. Beliau termasuk seorang pemikir dan ulama yang mengajarkan ijtihad dan 
kembali kepada Al Qur’an dan as Sunnah. Adapun hasil karyanya antara lain 
Fiqih Sunnah, Al Aqidah al Islamiyah dan kitab-kitab lainnya yang digunakan 
sebagai pegangan dalam mempelajari ilmu syari’ah baik di dalam maupun di luar 
negeri. 

 

2.  LEDEN MARPAUNG 

Beliau bertugas di Kejaksaan sejak tahun 1959. Pendidikan yang ditempuh 
adalah SMKA Negeri Medan 1958, AHM atau PTHM 1967, SESPA, Analisis 
Kebijaksanaan. Beliau telah tiga kali menjabat Kepala Kejaksaan Negeri. Kepala 
Kejaksaan Negeri pertama dijabat pada tahun 1972, kemudian mengemban 
berbagai tugas atau jabatan di berbagai Kejaksaan Tinggi maupun di Kejaksaan 
Agung, dalam bidang pidana khusus atau pidana umum dan sejaktahun 1995 telah 
berpangkat Pembina Utama (IV/e). Beliau juga menjabat sebagai Wakil 
Kejaksaan Agung pada Kopkamtib atau Teptapu dan Badan Koordinasi 
Keamanan Laut (Bakorkamla). Saat ini beliau banyak mengisi kuliah, diskusi, 
ceramah dan menulis buku. 

 

3.  AHMAD WARDI MUSLICH 

Beliau dilahirkan di Serang, Banten pada tanggal 20 Maret 1941. 
Pendidikan yang ditempuh adalah SR pada tahun 1955, SGB pada tahun 1959, 
Aliyah pada tahun 1962. Beliau kuliah di Fakultas Syari’ah IAIN “Syarif 
Hidayatullah” pada tahun 1967 dan tahun 1984 lulus sarjana lengkap di Fakultas 
Syari’ah IAIN “Sunan Gunung Jati” Serang. Beliau menjadi Dosen sejak tahun 
1968 dan sekarang beliau menjabat sebagai Dosen Tetap dengan pangkat Lektor 
Kepala (IV/b) dalam bidang Ilmu Fiqh Jurusan Syari’ah STAIN “Sultan Maulana 
Hasanuddin Banten” Serang. 
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4.  ABDUL QADIR AUDAH 

Beliau adalah seorang ulama terkenal, alumnus dari Universitas Al-Azhar 
Cairo. Beliau adalah tokoh ulama pada gerakan Akhwanul Muslimin di Mesir. 
Wafat pada tanggal 3 desember 1974. Karya-karyanya adalah: 

1. Kitab Al Tasyri Al Jinãi al Islam, 

2. Al Islam wa ‘Auladin al Islam, 

3. Islam dan perundang-undangan.  

 

5.  MUHAMMAD  ABU ZAHRAH 

Beliau adalah seorang ahli hukum terkemuka di mesir. Dia telah 
memperoleh gelar doctor dua kali, pertama di Universitas al-Azhar dan kedua di 
Prancis. Setelah beberapa lama di Prancis, ia kembali ke Mesir. Akan tetap[I, 
keadaan di al-Jami’ah al-Azhar pada saat itu masih belum mudah menerima 
pembaharuan dalam bidang hukum Islam, sehingga Abu Zahrah dengan 
pemikiran modernnya tidak mendapat tempat di sana. 

Ketika terjadi perubahan besar pada Undang-Undang al-Azhar sekitar 
tahun 1950-an, akhirnya Abu Zahrah diminta memberikan kuliah di al-Azhar. 
Belia adalah seorang ulama yang produktif, sehingga banyak karya-karya yang 
lahir dari tangan beliau, diantaranya: al ahwal al Syakhsiyah, Usul Fiqh, dan al 
Jarimah wa al ‘Uqubah al Fiqh al Islam: al ‘Uqubah. 

 

6.  IMAM MUSLIM 

Nama lengkapnya adalah Abul- Husain Muslim Bin Al-Hajaj al-Qusyairy. 
Lahir di Nisabur, pada tahun 204 H (820 M). Dalam Menyelidiki hadis Nabi, 
beliau berkelana mengunjungi kota Khurasan, Rey, Irak, Hijaj dan Mesir. 

Karya tulis beliau yang berjudul Al-Jami’ush Sahih telah diakui oleh 
jumhur ulama. Sahih Muslim dianggap secermat-cermat isnadnya dan sekurang-
kurang perulangannya, sebab sebuah hadis yang telah beliau letakkan pada satu 
maudlu’, tidak lagi ditaruh di maudlu’ atau bab yang lain. 

Selain kitab tersebut, Imam Muslim juga menulis kitab-kitab yang lain, 
diantaranya Musnadu’l- Kabir, al- Jami’ul Kabir dan Kitabut Tamyiz. Beliau 
wafat pada tahun 261 H (875 M) dan dimakamkan di Nisabur. 
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